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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara berkembang menuju negara maju, yang mana masih 

berupaya melakukan peningkatan di berbagai sektor-sektor pembangunan dalam negeri. 

Salah satu bentuk dari perkembangan dan kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

dengan pembangunan-pembangunan di berbagai aspek yang menjadi pendukung dari 

kemajuan suatu negara. Mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun aspek lainnya 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat yang 

sesuai dengan sila ke-5 pancasila. Salah satu kota yang bergerak maju dilihat dari fasilitas 

infrastruktur dan aspek pendukung lainnya adalah Palembang. Selain infrastruktur 

Palembang juga meningkatkan pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik yang baik 

kepada masyarakat itu tidak lepas dari kualitas pegawainya, dimana semakin berkualitas 

pegawai tersebut, maka pelayanan yang diberikan akan bagus dan dapat diterima oleh 

masyarakat. Berkualitasnya suatu pegawai itu tidak dilihat dari gender antara laki-laki dan 

perempuan, karena kedudukan antara laki-laki dan perempuan sekarang sama. Perempuan 

memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dimana bisa memiliki karier yang tinggi, 

pendidikan yang tinggi, dan perempuan juga bisa bekerja dan menikah. Selain meningkatkan 

kualitas pelayanan Palembang juga berupaya untuk meningkatkan angka pemberian ASI 

Eksklusif, seperti yang kita ketahui bahwa pemberian ASI di Indonesia masih terbilang 

rendah. Untuk itu pegawai perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak masih bisa 

bekerja seperti sebelumnya, dan mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan air ASI 
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kepada anak mereka dari usia 0-6 bulan atau 0-2 tahun. Yang mana sesuai dengan UU No 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama pada bayi, karena ASI memiliki nilai 

protektif dan nutrisi yang tinggi dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Pemberian ASI 

Eksklusif pada bayi bertujuan mengurangi angka anak kurang gizi, pencegahan kematian 

dini pada bayi serta meningkatkan kehangatan dan kedekatan emosi pada ibu dan bayi. 

Seperti yang dikatakan oleh dokter  Marturia Inriani Aruperes, bayi yang diberikan ASI 

Eksklusif sejak dini umumnya akan lebih cerdas daripada bayi yang tidak diberikan ASI. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Thousand Days, UNICEF, dan WHO manfaat 

pemberian ASI sejak lahir hingga usia 2(dua) tahun dapat memberikan nutrisi kepada bayi, 

meningkatkan sistem imun, meningkatkan perkembangan otak, ibu jadi lebih sehat, 

menenangkan bayi dan ibu.  

Maka dari itu pemerintah mengajak setiap perempuan yang sudah menikah dan 

mempunyai anak berkewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi mereka. Pemerintah 

juga membuat kebijakan untuk menyediakan ruang khusus ibu menyusui yang mana tertera 

di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai penyediaan 

ruang ASI. Selain Peraturan Derah Kota Palembang, penyediaan ruang laktasi ini tertera di 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 mengenai penyediaan ruang 

Laktasi sesuai dengan standar, agar pegawai tetap bisa memerah ASI dengan nyaman dan 

aman, karena menurut salah satu dokter di Priyama Hospital Tangerang, ibu dokter Marturia 

Inriani Aruperes pemberian ASI Eskslusif itu bersifat wajib karena mempengaruhi tumbuh 

kembang anak. Selain itu ada beberapa kebijakan yang telah Pemerintah siapkan untuk 

mendukung program ASI Eksklusif diantaranya Peraturan Daerah Kota Pelembang Nomor 

2 Tahun 2014, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 mengenai penyediaan 

ruang khusus untuk ibu menyusui, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
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450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif di Indonesia. Dalam 

Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian ASI Eksklusif pada bayi dilakukan selama 6 

bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih yang disandingkan dengan Makanan 

Pendamping ASI (M-PASI). Ruang laktasi ini juga tertera di dalam Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 yang berbunyi : 

“Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, 

dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja, 

dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat penyimpanan ASI perah.” 

   

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

pemberian ASI Ekslusif. Pemerintah Kota Palembang menginstruksikan kepada setiap dinas 

dan pusat keramaian, seperti mall, stasiun, bandara, rumah sakit, dan perusahaan yang berdiri 

di Palembang di wajibkan menyediakan ruang laktasi untuk karyawati yang akan menyusui 

bayinya. Apabila melanggar, maka akan ada sanksi tegas, dan apabila ada pihak yang 

mengahalangi pegawainya untuk melakukan pemberian ASI/memerah ASI akan dikenakan 

sanksi. Seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 di dalam BAB 

IX terdapat sanksi admnistrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin. 

Dan juga seperti tertera pada  BAB XI  ketentuan pidana jika ada yang melakukan 

pelanggaran dimana seperti tertera dibawah ini: 

“ setiap orang yang melangar ketentuan dalam pasal 13, pasal 14 ayat (1), pasal 15, 

pasal 16 ayat(1), Pasal 18 ayat(1) dan pasl 25 ayat(1) dalam Peraturan Daerah ini, dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 

50.000.000(lima puluh juta rupiah)” 

 

Seperti yang telah di instruksi kan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dan 

Pemerintah Kota Palembang bawah istansi Pemerintahan yang ada di Palembang harus 

mempunyai ruang laktasi untuk dimanfaatkan oleh para pegawai perempuan. Sekretariat 

Daerah Kota Palembang juga ikut mendukung kebijakan dari pembangunan ruangan laktasi 

di tempat kerja atau kantor. Di Sekretariat Daerah Kota Palembang sendiri mempunyai 12 

(dua belas) sub bagian dan setiap bagian tersebut hampir semuanya pegawai perempuan. 
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 Tabel 1.  Jumlah Pegawai di Sekretariant Kota Palembang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah penulis 2021 

Tabel 2. Pegawai perempuan berstatus ibu menyusui di Sekretariat Daerah tahun 2021 

sampai 2022 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Unit Kerja 

Jumlah Pegawai 

 

PNS 

NON 

PNSD 

1. Sekretariat Daerah 1  

2 Asisten Sekda 3  

3 Staff Ahli Walikota 3  

    

1 Bag. Tata Pemerintah 18 17 

2 Bag. Kesejahteraan Rakyat 10 31 

3 Bag. Hukum  14 14 

4 Bag. Kerjasama  16 6 

5 Bag. Perekonomian  10 8 

6 Bag.Administrasi Pembangunan  14 8 

7 Bag. Pengadaan barang dan jasa 22 7 

8 Bag. Sumber Daya Alam 13 6 

9 Bag. Umum  35 98 

10 Bag. Organisasi  16 10 

11 Bag. Protokol dan komunikasi pimpinan  25 35 

12 Bag. Perencanaan dan keuangan 19 31 

 JUMLAH  219 271 

 TOTAL  490 

No Nama Pegawai  Bagian  

1. Alvia nauli Patesco, S.IP Bagian Umum 

2. Novita Sabarwati, S.STP Bagian Protokol 
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Sumber : data diolah 

penulis, 2022 

Tabel 3. Jumlah pegawai di Sekretariat Daerah pada masa usia subur dan menopause 

 

Sumber: dikelola penulis, 2022 

Untuk memenuhi Peraturan Daerah Kota Palembang dan terlaksananya kebijakan ini 

dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang memanfaatkan ruangan laktasi yag sudah 

disediakan, sedangkan saat ini masih banyak pegawai di Sekretariat Kota Palembang yang 

tidak menggunakan dan memanfaatkan ruang laktasi itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan 

obsevasi awal melalui wawancara secara langsung yang dilakukan penulis bersama salah 

satu pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palembang, yakni sebagai berikut :  

“ Ruang laktasi yang disediakan oleh Pimpinan itu cuma sekedar  ruangan biasa, 

yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Dimana ruangan itu kosong tidak ada 

peralatan, bahkan kursi dan meja saja tidak disediakan dan ruangan itu menurut saya sanggat 

tidak layak digunakan para ibu untuk memerah ASI” (Wawancara Tanggal 28 januari 2022). 

 

Dilihat dari hasil wawancara tersebut penulis masih menemukan masalah yang 

menjadi kendala dalam pelaksanaan ruang laktasi ini. Mulai dari ruangan yang kosong, tidak 

layak di gunakan tidak di lengakapi dengan alat penunjang. Misalnya saja di bagian protokol 

terdapat 3 (tiga) ibu menyusui dengan usia bayi kurang lebih umur 6 bulan. Namun ketiga 

ibu menyusui itu lebih senang memerah air ASI di dalam ruangan. Padahal Pemerintah Kota 

Palembang sudah membangun ruang laktasi bagi pegawai untuk memberikan kenyamanan 

selama bekerja. Namun sangat disayangkan bahwa di Sekretariat Daerah sendiri belum 

3. Fitriyani, SS Bagian Protokol 

4. Rully Asri Tamarany, S.H Bagian Keuangan 

5. Nanda Fisly Bagian Protokol 

6. Herlina, S.Sos,M.Si Bagian Protokol 

Jumlah pegawai Keterangan  

Di masa subur menopause 

301 189 Baik pegawai perempuan dan laki-laki 
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terjalan dengan baik. Selain itu ruang laktasi ini tidak di masukan kedalam tata ruang di 

Walikota Palembang yang mana bisa dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1. Tata Ruang Kontor Walikota Palembang 

 

Sumber : diambil oleh penulis tanggal 1 Maret 2022 

Padahal ruang laktasi ini seharusnya masuk ke dalam tata ruang. Selain itu yang 

membuat ruangan laktasi ini tidak dimanfaatkan oleh karyawati, karena ruangan laktasi yang 

jauh dan sulit untuk di capai oleh pegawai, belum lagi ruangan yang tidak nyaman dan tidak 

ditunjang dangan prasarana yang lengkap, dimana ruangan laktasi ini yang terletak 

bersebelahan dengan toilet, yang membuat pegawai tidak mau memerah ASI di dalam 

ruangan yang sudah disediakan oleh pemerintah, di dalam ruangan laktasi ini sendiri kosong, 

tidak adanya meja dan kursi, tidak di lengkapi dengan penyejuk ruangan dan kulkas untuk 

menyimpan ASI perah, baik didepan ruangan maupun di dalam ruangan tidak di lengkapi 

dengan tempat mencuci tangan dan hand sanitizer itulah beberapa alasan yang membuat 

pemanfaat ruangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan obsevasi 

awal melalui wawancara secara langsung yang dilakukan penulis bersama salah satu 

pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palembang, yakni sebagai berikut :  

“Untuk ruang laktasi yang disediakan pimpinan itu berupa ruangan yang sebelumnya 

dijadikan ruangan Pentry/ruangan istirahat oleh pegawai. Namun beberapa tahun kemudian 

ruangan tersebut dijadikan ruangan laktasi/ruangan ibu menyusui. Ruangan yang disediakan 

ini berukuran kurang lebih 200×150 mm berupa panjangnya 200 dan lebarnya 150. ruangan 

tersebut memang tidak di lengkapi dengan fasilitas yang memadai ataupun dengan fasilitas 
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umum seperti kursi ataupun meja. Untuk saat ini ruangan tersebut dijadikan gudang oleh staf 

di Sekretariat Daerah”. (Wawancara Tanggal 1 Maret 2022) 

 

 Selain itu ruangan laktasi yang sudah dibangun beberapa tahun terakhir ini juga di 

ahli fungsikan kegunaanya menjadi gudang penyimpan barang tidak terpakai oleh staf. Hal 

ini kerena ruangan yang sebelumnya kosong dan tidak di manfaatkan dengan baik oleh 

karyawati sehingga di ahli fungsikan menjadi gudang. Maka dari itu kenapa perlu dilakukan 

penelitian tetang apa yang membuat kebijakan tersebut tidak terlaksanakan dan tidak 

ditunjang dengan prasarana yang lengkap dan pengahli fungsi ruangan. Maka dari itu  

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Fasilitas Ruang Laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil uraian latar belakang maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah “Bagaimana pelaksanaan kebijakan fasilitas ruang laktasi di sekretariat daerah 

kota palembang”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Fasilitas Ruang laktasi 

di Sekretariat Daerah Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan menambah 

wawasan mengenai kebijakan penyedian ruang laktasi khusus ibu menyusui atau memerah 

ASI serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian 
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ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian kebijakan dan dapat digunakan sebagai 

informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan untuk 

menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

khususnya Kantor Walikota Palembang dan Sekretariat Daerah Kota Palembang. 
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